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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa faktor penyebab pemilik Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta tidak 

mengikutsertakan pekerjanya masuk kedalam program jaminan BPJS 

Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut, yang pertama karena 

pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar iuran program 

jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua karena birokrasi yang rumit menyebabkan 

pengusaha enggan untuk mendaftarkan pekerjanya di program BPJS 

Ketenagakerjaan. Ketiga jumlah pekerja yang sedikit menyebabkan pengusaha 

memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya 

pada jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja 

ditanggung penuh oleh pengusaha. Faktor terakhir adalah karena premi atau iuran 

yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam program 

jaminan BPJS Ketenagakerjaan. 

B. Saran  

Berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat 

diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain: 

1. Setiap perusahaan khususnya Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta 

seharusnya mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jaminan BPJS 

Ketenegakerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 
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2. Harus ada sosialisasi yang jelas tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan 

mengenai program jaminan yang ditawarkan baik kepada pengusaha maupun 

pekerja. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang 

masih belum mengetahui program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempermudah pengusaha bukan 

mempersulit. Birokrasi harus diperbaiki misalnya pada saat pendaftaran 

kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan harus dipermudah sedimikian rupa 

sehingga pengusaha tidak mengalami kesulitan pada saat pendaftaran. 

4. Kantor BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya di pusat kota saja, seharusnya 

menyeluruh di setiap wilayah, tetapi disetiap Kabupaten/Kota ada baik di 

Kabupaten Sleman, Bantul, Kuloprogo, Gunung Kidul. 
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